
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerab Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,1 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 20 l 6 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan 
Olahraga Kota Kendari; 

WALf KOTA KENDART, 

U~NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DlNAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KOTA KENDARf 

PERATUR<\.N WAL! KOTA KENDARl 

NOMOR 48 TAHUN 2023 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

WALi KOTA KENDA RI 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN WALi KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DlNAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA 
KEN DARI 

MEMUTUSKAN : 

tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1-87); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 
Nomor 68 tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

7. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang 
Perubahan atas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda 
dan olahraga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 652); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedornan Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tcknis Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
1486); 

10. Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalarn 
Jabatan Fungsional [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lcmbaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor SJ 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2023 Nomor 4); 

Menclapkan 

• 

• 

, 



(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1), berdasarkan basil pengukuran intensitas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda 
dan Olahraga. 

(3) Pcncntuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pemuda dan olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pcmuda dan 
Olahraga, 

Pasal3 

Bagian Kedua 
Nomenklamr Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pcmuda dan olahraga diwadahi dalam bentu.k Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB 11 
BEN'l'UK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota clan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pernerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 
Kendari, 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kot a 
7. Jabatan Pungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi rungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
Iungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu pada Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kota Kendari. 

Pasal l 

BAB r 
KETENTUAN UMUM 



(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pemberdayaan Pemuda; 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang 

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 
pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi 
olahraga; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 
pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi 
olahraga; 

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 
dukungan administrasi di lingkungan dinas; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan Urusan pernerintahan di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 
pembudayaan olahraga, serta pcningkatan prestasi 
olahraga; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan barang 
mili.k/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab 
dinas; 

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; 
dan 

g. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 
sesuai dengan tugas dan Iungsi dinas 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pernbantuan di bidang pernuda dan olahraga. 

Pasal 6 

( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana ur'uaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kata melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN 8USUNAN ORGANISASI 

peraturan ketentuan dilaksanakan berdasarkan 
perundang-undangan. 

' 



(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
adminietrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
Dinas. 

Pasal 10 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas mernimpin, mernbina, 
mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan 
kebijakan dan program strategis, tata kerja dan 
mengembangkan semua kegiatan Pemuda dan Olahraga 
serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan 
fungsi Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Iungsi : 
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang 

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 
pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi 
olahraga: 

b, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan. kebijakan di 
bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan 
pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan 
prestasi olabraga; 

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 
pelaksanaan Urusan pernerintahan di bidang 
pernberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, 
pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi 
olahraga; 

e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan barang 
milik/kekayaan Dacrah yang menjadi tanggung jawab 
dinas; 

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 
dinas; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Wall Koca 
sesuai dengan tugas dan fungsi dinas 

Bagian Kedua 
Bekretariat 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 9 

BABN 
TUGAS DAN FUNGST 

d. Bidang Pengernbangan Pemuda; 
e. Bidang Pembudayaan Olahraga; 
f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak tcrpisahkan dengan peraturan Wall 
Kota ini. 

' 



Bagian Ketiga 
Bidang Pemberdayaan Pemuda 

(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas 
melaksanakan koorclinasi penyusunan rencana, program 
dan anggaran serta pelaksanaan penataan organisasi. 

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 12 ayat (1) huruf b, rnempunyai tugas 
melaksanakan pernberian dukungan administrasi di 
bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan 
anggaran. 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai:mana 
climaksud dalam Pasa 1 12 ayat ( 1) huruf c, rnempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan 
umum dan kepegawaian, penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan bantuan hukum, sistem 
informasi pegawai dan ketatausahaan, mengelola urusan 
perlengkapan dan pengelolaan barang milik 
negara/barang rnilik Daerah serta pengelolaan 
kerurnahtanggaan. 

Pasal 13 

(1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

administrasi 
sumber daya 
arsip dan 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. koordinasi kegiatan pada Kementerian Pemuda dan 

Olahraga; 
b. pclaksanaan koordinasi penyusunan rencana program 

Dinas; 
c. pernbinaan dan pernberian layanun 

pernerintahan yang meliputi ketatausahaan, 
manusia aparatur, kcrumahtanggaan, 
dokumentasi Dinas; 

d. pelaksanaan urusan keuangan Dinas; 
e. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata 

laksana kerja sama clan hubungan masyarakat; 
(. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan dan bantuan hukum; 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 11 



(1) Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas: 

Pasal 16 

Oalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan surnber daya, 

ilmu pengetahuan dan teknologi pernuda, peningkatan 
wawasan, kapasitas dao kreativitas pernuda, pcningkatan 
iman taqwa pernuda serta kemitraan oragnisasi 
kepemudaan dan pramuka; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pemuda, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas 
pemuda, peningkatan iman taqwa pemuda sertakemitraan 
oragn.i.sasi kepemudaan dan pramuka; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologj 
pemuda, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas 
pemuda, peningkatan iman taqwa pemuda serta kemitraan 
oragnisasi kepemudaan dan pramuka; 

d, pernantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
peningkatan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
pemuda, peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas 
pemuda, peningkatan iman taqwa pemuda serta kernitraan 
organisasi kepemudaan dan pramuka; 

c. pcmberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang 
peningkatao ilmu peogetahuan dan teknologi pemuda, 
peningkatan wawasan, kapasitas dan kreativitas pernuda, 
peningkatan iman taqwa pemuda serta kemitraan 
organisaai kepemudaan dan pramuka; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi pemuda, peningkatan 
wawasan, kapasitas dan kreativitas pernuda, peningkatan 
iman taqwa pemuda serta kemitraan organisasi 
kepemudaan dan prarnuka; 

g. pelaksanaan administrasi bidang Pemuda dan Olahraga; 
h. pelaksanaan. fungsi lain yang cli.berikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 15 

(1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi 
dan sinkrcnisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
peningkatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan 
teknologi pemuda, peningkatan wawasan, kapasitas dan 
kreativitas pemuda, peningkatan iman dan taqwa pemuda 
serta kemitraan olahraga, kepemudaan dan pramuka. 

(2) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimak.sud 
pad a ayat ( l), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 14 



Pasal 19 

(I) Bidang Pengernbangan Pernuda mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
kepcmimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan, serta 
sarana prasarana kepemudaan, 

(2) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Pengembangan Pemuda 

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya, Ilmu Pengelabuan dan 
Teknologi dan Iman dan Taqwa Pemuda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas mclaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria, pernberian 
bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, 
analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang peningkatan sumber daya, Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dan lman dan Taqwa pemuda. 

(2) Seksi Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas 
Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, pcmberian bimbingan teknis dan supervisi, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan, 
kapasitas, dan kreativitas pemuda. 

(3) Seksi Kemitraan Organisasi Kepernudaan dan Pramuka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, 
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kcbijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan organisasi 
kepemudaan dan pramuka 

Pasal 17 

a. Seksi PeningkaLan Surnber Daya, Ilrnu Pengetahuan 
dan Teknologi, lman dan Taqwa Pemuda; 

b. Scksi Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas 
Pemuda; dan 

c. Seksi Kemitraan Organisasi Kepernudaan dan 
Pramuka. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleb 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bcrtanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda 



(l) Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan 
Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
huruf a, mem-punyai tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kritcria, pcmbcrian bimbingan tcknis dan supcrvisi, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakau di bidang kepemimpinan dan 
kepeloporan pernuda. 

(2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, 
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengernbangan 
kewirausahaan pemuda. 

(3) Scksi Sarana Prasarana Kepemudaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai 

Pasal 21 

( 1) Bidang Pengembangan Pemuda, tcrdi.ri. atas : 
a. Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan 

Pemuda; 
b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan 
c. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda. 

Pasal 20 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kcbijakan di bidang kcpcmimpinan, 

kepeloporan, dan kewirausahaan serta sarana prasarana 
kepemudaan; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pclaksanaan kebijakan di 
bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan 
serta sarana prasarana kepemudaan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan 
serta sarana prasarana kepemudaan; 

d, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan serta 
sarana prasarana kepemudaan; 

e. pembcrian bimbi.ngan tcknis dan supcrvisi di bidang 
kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan serta 
sarana prasarana kepemudaan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
kepemimpinan, kepeloporan, dan kewi.rausahaan serta 
sarana prasarana kepcmudaan; 

g. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan pemuda; 
h. pelakeanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggaral<an 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olabraga 

pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengclolaan 
olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus, serta prornosi dan penghargaan olahraga; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan 
sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, 
pc.ngembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, 
serta promosi dan penghargaan olahraga; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan 
seritra clahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, 
pengembangan olahraga tradisional dan 1ayanan khusus. 
serta promosi dan penghargaan olahraga; 

ct. pemantauan, analisis. evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra 
olahraga, pengelolaan olahraga .rekreasi, pengembangan 
olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi 
dan penghargaan olahraga; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra 
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan 
olahraga tradisional dan Iayanan khusus, serta promosi 
dan penghargaan olahraga; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, 
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga 
tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan 
penghargaan olahraga; 

g. pelaksanaan administrasi bidang; 

Pasal 23 

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan kcbijakan di bidang 
pengclolaan olahraga pcndictikan dan pembinaan sentra 
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan 
olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi 
dan penghargaan olahraga. 

(2) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l], dipimpin oleh Kcpala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Bidang Pembudayaan Olahraga 

tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, dan pcmantaua.n, 
analisis, evaluasi, dan pelaporan pclaksanaan kcbijakan di 
bidang sarana prasarana kepemuclaan. 



(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi 
ciao sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan 
tenaga keolahragaa.n, serta sarana prasarana 
keolahragaan. 

(2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l ), dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 26 

Bagian Kccnam 
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olabraga 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, 
mcrnpunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, 
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, stander, prosedur, dan .kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisr, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan 
sentra olahraga. 

(2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, 
koordinasi dan sinkronisast pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisr, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi, 
tradisional dan layanan khusus. 

(3) Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (I] huruf c, mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, 
analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang promosi dan penghargaan olahraga. 

PasaJ 25 

(1) Bitlang Pembudayaan Olahraga, tercliri atas : 
a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; 
b. Seksi Olahraga Rekreasi, 1'radisional dan 

Layanan Khusus; dan 
c. Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biclang Pembudayaan Olahraga. 

Pasal 24 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, 



( 1) Seksi Pernbinaan Olahraga Unggulan Daerah, Tlmu 
Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan pcrumusan kebijakan, 
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga 
unggulan, ilmu pengetahuan dan leknologi, dan tenaga 
keolahragaan. 

Pasa.129 

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olabraga, terdiri atas : 
a. Seksi Pembinaan Olahraga Unggulan Daerah, Ilrnu 

Pengetahuan dan, Teknologi dan Tenaga Keolahragaan; 
b. Seksi Olahraga Prestasi dan Kemitraan Olahraga; clan 
c. Seksi. Sararia Prasarana Keolahragaan. 

(2} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlpimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi 
Olabraga. 

Pasal 28 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan di bidang pernbinaan olahraga 

unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, 
serta sarana prasarana keolaluagaan; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek 
olahraga dan tenaga keolabragaan, serta sarana prasarana 
keolahragaan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pembinaan olahraga unggu1an daerah, iptek 
olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana 
keolahragaan: 

d. pema.ntauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan 
tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana 
keolahragaan; 

e. pernberian bimbingan tcknis dan supervisi di bidang 
pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan 
tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana 
keolabragaan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan 
olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga 
keolahragaan, serta sarana prasarana kcolahragaan: 

g. pelaksanaan adrninistrasi bidang prestasi olabraga: 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 27 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
.melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas 

(3) Jumlah .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) ditentukan berdasarkan kebutuban dan beban 
kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsi.onal sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) diatur sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang 
kcahliannya. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 31 

( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 
teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala Unit Pela:ksana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata 
Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbentukan Unit 
Pelaksana Teknis Di.nas ditetapkan dengan Peraturan 
Gubemur setelah dikonsultasikan secara terrulis keparla 
Menteri Dalarn Negeri. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dina.s 

Pasal 30 

(2) Seksi Olahraga Prestasi dan Kernitraan Olahraga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, 
koordinasi dan ainkronisasi pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
pemberian bimbingan teknis da.n supervisi, dan 
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi dan 
kemitraan olahraga. 

(3) Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi 
dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 
bimbingan leknis dan supervisi, dan pemantauan, 
analisis, evaluasi, dan pelaporan pelakeenaan kebijakan di 
bidang sarana prasarana keolahragaan. 

I . 



Pasal 38 

Setiap laporan yang diterima oleb Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan diguna.kan sebagai bahan 
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untu.k. memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 37 

Sekretaris, Kepala Bida.ng dan Kepala Sub Bagian/Kepala 
Seksi wajib mengikuti dan mematuhi pctunjuk dan 
bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan bcrkala tepat pada waktunya. 

Pasal 36 

Kepala Dinas, memimpin dan rnengkoordinasi bawahann.ya 
masing-masing dan memberikan bi.mbingan serta petunjuk 
terhadap pclaksanaan tugas bawahannya, 

Pasal 35 

Kepala Dinas wajib rnengawasi pelaksanaan tugas 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyirnpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 34 

(l) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi dan kelompok tenaga Iungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-rnasing maupun antar 
satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta 
dengan instansi Jain diluar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tug-as masing-masing. 

(2) Dalam melaksana.kan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal 
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan 
tugas pokok masing-masing. 

(3) Setiap pemirnpin satuan organisasi dilingkungan 
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan 
melekat. 

Pasal 33 

BABV 
TATA KERJA 



!1) Kepangkatan, pengangkatan dan pcmberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 
atas usul Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan 
jabatan eselon ma atau jabatan administrator. 

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas 
merupakan jabatan eselon rva ataujabatan pengawas. 

(6) Pejabat eselon Ill atau jabatan administrator dan eselon IV 
atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Daerah. 

(7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan 
dengan Peraturan Wali Kata, sesuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pemeriritah, 

Pasal 42 

BABY! 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah 
dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu 
kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal41 

{1) Dalarn hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
rnelakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili 
Kepala Dinas. 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh 
kepala saruan organisasi bawahannya dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan 
rapat berkala. 

Pasal 39 

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. I - 

• 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Rota mi dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada ianggal 
diundangkan. 
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BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 
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